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WALIKOTA PALANGEKA RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 4 TARUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN

BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 9 huruf a
bahwa sebagal pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata
Cara Penyaluran Dana Alokasi Umumn Tambahan Tabun
Anggaran 2020;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota
Palangka Raya Tentang Penetapan Dana Alokast Umum
Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurashan Setap Kelurahan
Pada Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2020;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Kotapradja Palangka Raya (Lembuaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomeor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286};
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. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Penimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan {Lembaran
Negara Republik I[ndonesia Tahun 2011 Nomeor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), secbagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daecrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambehan Lembaran Negara
Republik Nomor 5587}, sebagaimana telah beberapa kali
dimibah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4573);
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

11.

12.

13.

14.

15.

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tcntang Perubahan atas Peraturan Pemermtab Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Republik iIndonesia
Nomor 5155}

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia
Nomor 4614};

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomer 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5533);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah [(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 201& Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Talhun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6206);
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

17.

i8.

19.

20,

21.

22,

23.

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambazhan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalamm Negern Nomor 13 Tahun 2006
tentang  Pedoman  Pengelelaan  Ketangan — Daerah
sebagaimana telah diubah bebarapa kali terakhir diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 teniang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah {Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor B0 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), Sebagaimana
Telah Dijubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesiz Tahun 2015 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah {Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor S5 Tahun 2017
tentang Pedoman  Nomenklatur Perangkat Daerah
Rabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerai Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara

Republik Indonesta Tahun 2019 Nomor )

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomeor 130 Tahun 2018
tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
8/PMK.07/2020 Tentang Tata Cara Penyaluran Dana
Alokasi Umum Tambahan Tahun 2020,



29,

2.

26.

27.

)

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 02 Tahun
2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2010 Nomor
02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor
{2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Palangka Raya Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palangka Rava
Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Rayva
Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Dacrah Kota
Palangka Raya Tahun 2014 Nomor 4};

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2019
tentang Rencana Permnbangunan Jangka Menengah Daerah
Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah
Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan
Lernbaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya
Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 2};

Peraturan Dacrah Kota Palangka Raya Nomor 24 Tahun
2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2020 (Lembaran
Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 24,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya
Nomor 19};

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN
PENDANAAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020.

DBADG 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. DAU Tambahan Dukungan Pendanaan bagi Kehlirahan yang selanjutnya
disebut DAY Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan adalah dukungan
pendanaan bagi kelurahan di Daerah kabupaten/kota yang bersumber dari
Angparan Pendapatan dan Belanja Negara untuk kegiatan pembangunan
sarana dan prasarana kelurahen dan kegiatan pemberdayaan masyarakat

kelurahan,
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2. Daerah Otonom vyang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang
mengaiur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat menurut prakarsa sendini berdasarkan aspirasi masyarakat dalam
sistermn Negara Kesaruan Republik Indonesia;

3. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penvelenggara
pemerintahan daergh yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yvang menjadi kewenangan dacrah otonom;

4, Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai peranpgkat
kecamatan;

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan
peraturan Daerah;

6. Rekening Kas Umwn Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah
rekening tempat penyimpanan uang dacrah yang ditentukan oleh Walikota
untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh
pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB il
DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

Pasal 2

(1) DAU tambahan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini melipuii :
a. DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan menjadi belanja wajib
pada Pemerintah Kota Palangka Raya; dan
b. DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Pemerintah Kota
Palangksa Raya sebesar Rp. 10.980.000.000,00 {sepuluh milyar sembilan
ratus delapan puluh juta rupiah);

Pasal 3

(1) DAU Tambahan Bantuan Pendanzan Kelurahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) dialokasikan untuk memberi dukungan pendanaan
kepada setiap kecamatan dalam memenuhi kewajiban penganggaran bagi
Kelurahan;

(2) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digunakan untuk mendanai kegiatan pembangunan sarana
dan prasarana Kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat
Kelurahan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
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Pasal 4

Rincian alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruaf ¢ dihitung berdasarkan
jumlah Kelurahan yang ada pada Pemerintah Kota Palangka Raya dikalikan
dengan besaran DAU Tambahan Bantuan Pendansan Kelurahan per
Kelurahan sesuai dengan kategori Daerah bersangkutan;

Jumlah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada avat (1} dihitung
berdasarkan jumlah Kelurahan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kode dan Data Wilayah
Administrasi Pemerintahan untuk Pemerintah Kota Palangka Raya terdapat
sebanyak 20 [tiga puluh) Kelurahan;

Kategori Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya sebagaimana dimaksud
pada ayat [1) adalah perlu ditingkatkan dengan perhitungan DAU
Tambahan Bantuan Pendansan Kelurahan per Kelurahan sebesar
Rp. 366.000.000,00 (tga ratus enam puluh enam juta rupiah) sesuai
dengan Lampiran Peraturan Menteri Kenangan Republik Indonesia Nomor
8/PMK.07/2020 Tentang Tata Cara Penyahiran Dana Alokasi Umum
Tambahan Tahun Anggaran 2020.

Pasal §
DAU Tambahan Bantusn Pendanaan Kelurahan pada Pemerintah Kota
Palangka Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3} untuk setiap
Kelurahan dialokasikan kepada seluruh Kelurahan secara merata;
Rincian DAU Tambsahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Palangka
Raya ini.

Pasal 6

Mekanisme Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan
dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD Pemerintah
Kota Palangka Raya;

Pemindahbukuan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan menggunakan akun
DAU dengan keluaran kegiatan penyaluran DAU Tambahan Bantuan
Pendanaan Kehlurahan;

Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurshan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap, dengan ketentuan :
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a. tahap I paling cepat bulan Februari dan paling lambat bulan Junt 2020,
dan

b. tahap 1l paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan September
2020.

{4} Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kehirahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan masing-masing tahap sebesar 50%
{ima puluh persen) dari alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan
Kelurahan yang dianggarkan dalam APBD.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penpundangsn Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Rays.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal, 03 April 2020

WALIKOTA P. GEKA RAYA,
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